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ABSTRAK 
ANDI ARKHAM PUTRA (B111 10 001) Kewenangan Pemerintah Daerah 
Terhadap Pemberian Izin Usaha Industri di Kabupaten Bone, dibawah 
bimbingan dan arahan Prof. Dr. M. Yunus Wahid,. S.H,. M.Si selaku 
Pembimbing I dan Muh. Zulfan Hakim,. S.H,. M.H selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone dalam memberikan Izin Usaha Industri dan 
mengetahui apa dasar hukum yang menjadi acuan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bone dalam melaksanakan kewenangannya untuk memberikan 
Izin Usaha Industri tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan Pejabat Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Bone dan Pejabat Kantor Badan Pelayanan 
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone serta beberapa pihak yang terkait 
lainnya. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
melakukan kajian normatif dan penelitian lapangan berupa pengamatan 
disertai wawancara, mengolah data-data yang diperoleh dari berbagai 
sumber dan mempelajari beberapa literatur yang berkaitan dengan topik 
permasalahan, lalu data-data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan 
kualitatif kemudian disajikan dengan deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kewenangan dalam 
mengeluarkan Izin Usaha Industri yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Bupati Bone, telah didelegasikan 
kepada Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone. Sehingga 
segala urusan tentang Perizinan akan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Tepadu Kabupaten Bone. 
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ABSTRACT 
Andi Arkham Putra (B111 10 001), Regional Authority Against Giving 
Industrial Business License in Bone regency, under the guidance and 
direction of Prof. Dr. Yunus M. Wahid ,. S.H ,. M.Si as Supervisor I and 
Muh. Zulfan Hakim ,. S.H ,. M.H as Supervisor II. 
This study aims to determine the Bone Regency Regional Authority in 
providing industrial business license and find out what the legal basis is the 
reference Bone District Government in exercising its authority to provide the 
industrial business licenses. This research was conducted in Bone regency, 
South Sulawesi Province, involving officials of the Industry and Trade District 
Commissioners Bone and Integrated Licensing Service Agency and Bone 
County as well as several other related parties. 
Data collection method used in this research is to study the normative 
and field research in the form of observations accompanied by interviews, 
process data obtained from various sources and study some literature relating 
to the topic of problems, and the data were analyzed with a qualitative 
approach later presented by descriptive. 
Based on the results of research conducted, the authority to issue a 
business license that the authority of the Industrial District Government in this 
regard Regent Bone, has been delegated to the Integrated Licensing Service 
Agency and Bone County. So that all matters regarding licenses to be carried 
out by the Licensing Service Agency Bone County. 
 
 
 
          v 
  
vi 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu Alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul, “KEWENANGAN PEMERINTAH 
DAERAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DI 
KABUPATEN BONE”. Tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan 
shalawat kepada junjungan kita Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, pejuang 
islam, yang telah mengangkat derajat umat Islam di seluruh dunia dan 
mengantarkan kita ke jaman yang terang-benderang seperti saat ini. 
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna 
menyelesaikan program strata satu (S1) studi hukum di Universitas 
Hasanuddin. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih dari kesempurnaan, oleh 
sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
demi kesempurnaan skripsi ini. Selesainya skripsi ini tak lepas dari para 
pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 
yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung 
maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga 
selesai. Kepada orang tua, Ayahanda Andi Aris A.M dan Ibunda Sukmawati 
vii 
 
Maita terima kasih yang sangat mendalam atas seluruh bimbingan, nikmat 
dan kasih saying tiada tara yang sampai sekarang membesarkan dan 
mendidik penulis tanpa henti. Kepada Saudari Perempuan Andi Savitri Utami 
yang senantiasa mendukung, mendampingi dan membantu penulis. Sungguh 
sebuah kesempurnaan dan nikmat dalam bingkai keluarga. 
Serta tidak lupa pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta segenap staf dan jajarannya. 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi,. S.H,. M.Hum, selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya. 
3. Bapak Prof. Dr. M. Yunus Wahid,. S.H,. M.Si, selaku pembimbing I dan 
Bapak Muh. Zulfan Hakim,. S.H,. M.H selaku pembimbing II yang 
sangat membantu, kooperatif, memudahkan, mengarahkan dan 
memberikan saran-saran yang sifatnya membangun untuk penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh penulis banyak 
mendapatkan ilmu dan sangat bersyukur memiliki pembimbing seperti 
beliau-beliau. 
4. Bapak Prof. Dr. Achmad Roeslan,. S.H,. M.H, Bapak Dr. Zulkifli 
Aspan,. S.H,. M.H,. Bapak Romi Librayanto, S.H,. M.H, selaku tim 
viii 
 
penguji yang telah memberikan masukan, kritik serta pengalaman 
berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. 
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Marlang,. S.H,. M.H, yang digantikan oleh 
Bapak Prof. Dr. A. Pangerang Moenta,. S.H,. M.H, selaku Penasehat 
Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis untuk 
membimbing dan konsultasi selama penulis menjadi mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
6. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengalamannya kepada 
penulis. Semoga Tuhan membalas jasa Bapak dan Ibu sekalian. 
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas 
arahan, bantuan dan kesabarannya dalam menghadapi penulis 
selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
8. Bapak Muhammad Akbar,. S.Sos, Bapak H. Suki,. S.H,. M.H dan Ibu 
A. Kasmiati,. S.H,. M.H yang telah meluangkan waktunya untuk 
melakukan wawancara untuk kelengkapan data yang penulis 
kumpulkan. 
9. Saudara dan Saudariku A. Fachrul Iksan Nizaar, Rangga Risaswara, 
A. Ichsan Ichlas, A. Agung Amrullah, Fahril Fuad Akkas, A. Ardian 
Syahruddin, Syahrul Ibsar, Angga Hana Saputra, Zasha Natasya, 
Suryani Risqi Amaliah, Risky Putri Meilinda, Chica Mustika Baan yang 
ix 
 
telah berjuang bersama penulis dan memberikan bantuan, arahan 
serta semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Orang-
orang yang selalu ada dalam suka maupun duka yang dialami oleh 
penulis. 
10. Kakanda, teman-teman serta adinda didalam keluarga besar Ikatan 
Mahasiswa Hukum Bone yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu, terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan 
kepada penulis. Kalian luar biasa. 
11. Ibu Supervisor Tri Fenny S.H,. M.H serta teman-teman KKN 
Universitas Hasanuddin Gelombang 85 Kecamatan Bone-Bone, 
Kabupaten Luwu Utara, terkhusus Desa Banyu Urip. Sungguh 
pengalaman yang indah dan banyak pelajaran yang penulis dapatkan 
selama bersama kalian. Semoga kita semua dapat bertemu lagi 
ditangga kesuksesan yang akan datang. 
Demikian yang dapat penulis sampaikan. Mohon maaf yang sedalam-
dalamnya apabila didalam skripsi masih terdapat kekurangan serta nama dan 
gelar yang tidak sesuai dalam penulisannya. Terima kasih atas bantuan yang 
telah diberikan.  
         Penulis 
 
          Andi Arkham Putra 
x 
 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL     …………………………………………………….      i 
LEMBAR PENGESAHAN    ……………………………………………..      ii 
LEMBAR PERSETUJUAN   ……………………………………………     iii 
ABSTRAK   ………………………………………………………………..     iv 
ABSTRACT  ……………………………………………………………….     v 
KATA PENGANTAR  ……………………………………………………..    vi 
DAFTAR ISI    ………………………………………....…………………..     x 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang    ……..……………………………………….        1 
B. Rumusan Masalah    …………………………………………       11 
C. Tinjauan Penelitian    ………………………………………….     12 
D. Manfaat Penelitian    ……………………………………........     12 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
A. Kewenangan  ……………………………………………………   13 
1. Teori Kewenangan  …………………..…………………….   13 
2. Sumber Kewenangan  ……………………………………..   15 
xi 
 
B. Pemerintahan Daerah   ………………………………...............  19 
1.  Pengertian Pemerintahan Daerah    ………………….......... 19 
2.  Dasar Hukum    …………………..……………………….       21 
C. Perizinan  ………………………………….………..........       25 
     1. Makna Sistem Perizinan  …….………………………….       25 
     2. Izin Pengelolaan Lingkungan …………………………….     28 
D. Industri     ………………………………………….…………..      31     
     1. Pengertian Industri  ……………………………………....      31 
     2. Jenis-Jenis Industri  ……………………………………….     33 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian    .............................................................     38 
B. Jenis dan Sumber Data    ..................................................      38 
C. Teknik Pengumpulan Data    ..............................................     39 
D. Analisis Data    ...................................................................     40 
 
BAB IV PEMBAHASAN 
A. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian 
Izin Usaha Industri di Kabupaten Bone ………………………      41 
B. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian 
Izin Usaha Industri di Kabupaten Bone ………………………       47 
 
xii 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan   ……………………………………………………..      60 
B. Saran   …………………………………………………………….      61 
 
DAFTAR PUSTAKA     …....………………………………………....      62 
LAMPIRAN  …………………………………………………………………..      64 
 
1 
 
BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Sejak terjadinya reformasi 1998, tonggak sejarah baru dalam 
perjalanan ketatanegaraan Indonesia dimulai dari awal. UUD 1945 yang 
disakralkan oleh Orde Baru, seolah terkikis oleh arus reformasi. Dari 
tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan 
mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka perubahan pertama 
sampai perubahan keempat UUD 1945, telah mengadopsi prinsip-
prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan 
kekuasaan, check and balances, otonomi daerah, sampai penyelesaian 
“konflik politik” melalui jalur hukum.  
Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan UUD 1945, dapat 
dikatakan bahwa Moh. Yamin adalah orang pertama yang membahas 
masalah Pemerintahan Daerah dalam Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 
1945. Dalam siding itu Moh. Yamin mengatakan :1 
“Negeri, Desa dan segala persekutuan adat yang dibaharui dengan 
jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan 
sebagai bagian bawah. Antara bagian Atas dan bagian Bawah 
                                                           
1
 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,  hlm. 1. 
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dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk 
menjalankan Pemerintahan urusan Dalam, Pangreh Praja”2 
Berdasarkan pendapat dari salah satu tokoh perancang UUD 1945 
tersebut, bahwa Indonesia sebagai Negara kesatuan yang memiliki 
jumlah penduduk yang besar dan dengan keanekaragaman daerah 
memang membutuhkan pengelolaan dan pengaturan khusus di tingkat 
daerah. Hal ini kemudian dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 
mengenai pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi 
terdapat daerah kabupaten dan kabupaten.  
Dalam masa pemerintahan Orde Baru, hal itu diwujudkan dengan 
kehadiran UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
Daerah dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Kemudian lahirlah undang-undang baru, yakni UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah.3 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan hak, 
wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kehadiran 
                                                           
2
 Ibid., hlm. 1. 
3
 Ibid., hlm. 85. 
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undang-undang tersebut mengisyaratkan mengenai pembangunan 
suatu daerah  dalam suasana yang lebih kondusif dan demokratis. 
Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa 
undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan menetapkan peraturan daerah (perda) 
sebagai salah satu instrumen yuridisnya. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Hierarki Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah merupakan 
salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada dibawah 
UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan 
presiden. 
Peraturan Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota merupakan 
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta 
penyalur aspirasi masyarakat di daerah, dan merupakan regulasi 
sebagai bentuk implementasi dari otonomi daerah. Dan dalam 
pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pembentukan Peraturan Daerah menjadi kewenangan oleh pejabat 
pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan DPRD. Dalam pasal 25 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
pada Paragraf Kedua bagian keempat menyatakan secara jelas bahwa 
salah satu Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah yaitu mengajukan rancangan Perda dan 
menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.  
Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 
Kabupaten/Kota dimuat dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 yang 
berbunyi : 
“Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta 
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” 
 
Berdasarkan materi muatan Peraturan Daerah (perda) tersebut 
selain menampung mengenai kondisi daerah juga merupakan 
penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh 
karena itu pemerintah daerah kabupaten khususnya daerah Kabupaten 
Bone dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah (perda) 
harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi.  
Peraturan daerah Kabupaten Bone yang disusun dan dibentuk 
berdasarkan dan mengacu pada penjabaran peraturan perundang-
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undangan yang lebih tinggi salah satunya yaitu Peraturan Daerah 
mengenai Pendirian Industri. 
Selain itu juga diatur lebih jelas dalam Undang Undang Nomor 4 
Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang merupakan undang-undang 
pokok yang mengatur tentang pelaksanaan dan pembangunan industri. 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah juga menjelaskan hal tersebut, yaitu mengenai urusan 
pemerintahan yang wajib dan menjadi kewenangan pemerintah daerah 
tingkat provinsi dan daerah tingkat Kabupaten/Kota,  dalam pasal 13 
dan pasal 14 menjelaskan urusan pemerintahan yang wajib diantaranya 
mengenai:  
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 
b. Pengendalian lingkungan hidup. 
c. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
Perencanaan dan pengendalian pembangunan dalam hal ini 
pendirian industri merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap 
dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan jika tidak dilaksanakan 
dengan baik. Pentingnya untuk menciptakan pembangunan industri 
kabupaten yang aman, nyaman, efisien dan produktif, serta 
berkelanjutan maka masalah pendirian industri yang berdampak 
6 
 
terhadap lingkungan dituangkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu: 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat”.  
Kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh Negara, yang 
kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam 
pemanfaatannya harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang 
yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan dalam 
lingkungan hidup. 
Upaya perencanaan pelaksanaan pendirian industri yang bijaksana 
adalah kunci dalam pelaksanaan pendirian industri agar tidak merusak 
lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan Negara atas dasar 
sumber daya alam, melekat di dalam kewajiban Negara untuk 
melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara 
utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan 
pendirian industri pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya 
alam tanpa merusak lingkungan. 
Salah satu hal dalam pembangunan industri harusnya berlandaskan 
kelestarian lingkungan hidup, yang berarti pelaksanaan pembangunan 
industri tetap harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan 
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dan kelestarian dari lingkungan hidup dan sumber daya alam.4 Serta 
salah satu tujuannya adalah meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan 
dana, sumberdaya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan 
memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.5  
Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap 
perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri. Pemberian izin 
usaha industri terkait dengan pengaturan, pembinaan dan 
pengembangan industri. Sedangkan kewajiban memperoleh izin usaha 
industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok 
industri kecil. Pengecualian untuk mempunyai izin usaha industri ini 
ditujukan terhadap jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil 
yang karena sifat usahanya serta investigasinya kecil lebih merupakan 
mata pencaharian dari golongan masyarakat berpenghasilan usaha 
industri rumah tangga dan industri kerajinan. 
Sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya, perusahaan 
industri wajib melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan 
keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk 
pengangkutannya.6 
                                                           
4 C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia,  1986. IND-
HILL. Co: Jakarta 
5 Ibid 
6 Ibid 
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Perusahaan industri wajib melaksanaan upaya keseimbangan dan 
kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan 
dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri 
yang dilakukannya. Perusahaan industri yang didirikan pada suatu 
tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber 
daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta 
pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan 
hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif 
dapat berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan 
dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan karena 
pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh 
kegiatan industri. Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengadakan 
pengaturan dan pembinaan untuk menanggulanginya. 
Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa 
bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan 
kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup 
akibat kegiatan industri. 
Percepatan pembangunan di daerah Kabupaten Bone saat ini juga 
telah banyak mengalami kemajuan, pembangunan infrastruktur 
merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk  mempercepat 
proses pembangunan daerah Kabupaten Bone. Infrastruktur juga 
memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak 
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pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bone. Ini mengingat gerak 
laju dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone tidak dapat pisahkan 
dari ketersediaan infrastruktur seperti industri, transportasi, 
telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan 
sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi daerah 
Kabupaten Bone.  
Semakin meningkatnya pembangunan khususnya dibidang 
infrastruktur seperti gedung, pabrik, dan sarana prasana lain khususnya 
di kawasan perkotaan Kabupaten Bone juga tidak dapat dipisahkan dari 
dampak yang kemudian ditimbulkan, terkhusus dampaknya terhadap 
lingkungan hidup. Fenomena pemanasan global dan berbagai bencana 
alam dan lingkungan mengancam kehidupan manusia dan makhluk 
hidup lainnya. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan iklim yang tidak 
stabil, peningkatan permukaan air laut, suhu udara semakin panas, 
gangguan ekologis, dan berdampak secara sosial, politik dan ekonomi di 
daerah Kabupaten Bone. 
Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik 
lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan 
udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, 
semuanya memerlukan lingkungan. Sedangkan pengertian lingkungan 
adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi 
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perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak 
langsung. 
Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bone memiliki hak dan 
tanggung jawab dalam menjaga dan mengendalikan pembangunan 
industri yang ada di Kabupaten Bone. Penyerahan kewenangan tentang 
pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan 
terhadap industri perlu dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang 
jelas sehingga pelaksanaannya dapat benar-benar berlangsung 
seimbang dan terpadu dalam kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi 
lainnya. 
Sehubungan dengan itu, masalah penyerahan kewenangan 
pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri 
tertentu dalam lingkungan pemerintah, perlu diatur lebih lanjut secara 
jelas. Hal ini penting untuk menghindarkan duplikasi kewenangan 
pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri di 
antara instansi-instansi pemerintah, dan terutama dalam upaya untuk 
mendapatkan hasil guna yang sebesar-sebesarnya dalam 
pembangunan industri. 
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Penyerahan urusan dan penarikannya kembali mengenai bidang 
usaha industri tertentu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang nyata, 
dinamis dan bertanggung jawab, dilakukan dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis akan 
melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kewenangan Pemerintah 
Daerah dalam memberikan izin industri gula di Kabupaten Bone. 
Penelitian ini kemudian berjudul “KEWENANGAN PEMERINTAH 
DAERAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DI 
KABUPATEN BONE” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis 
memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apa dasar hukum kewenangan Pemerintah Daerah dalam 
pemberian izin usaha industri di Kabupaten Bone? 
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemberian izin usaha industri 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulis membahas kewenangan Pemerintah Daerah 
terhadap pemberian izin industri di Kabupaten Bone adalah: 
1. Untuk mengetahui dasar hukum kewenangan Pemerintah Daerah 
dalam memberikan izin usaha industri di Kabupaten Bone. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah 
terhadap pemberikan izin usaha industri di Kabupaten Bone. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari tulisan ini adalah: 
1. Dapat memberikan gambaran mengenai dasar hukum kewenangan 
Pemerintah Daerah dalam memberikan izin usaha industri di 
Kabupaten Bone. 
2. Dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan 
Pemerintah Daerah terhadap pemberian izin usaha industri di 
Kabupaten Bone. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kewenangan 
1. Teori Kewenangan 
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 
sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. 
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan 
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian 
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan 
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa 
ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.7 
Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena 
kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah 
kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu 
Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-
unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, 
kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan8. 
Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar 
Negara dalam keadaaan bergerak (de staat in beweging) sehingga 
                                                           
7 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 1998), hlm. 35-36 
8 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta: 
Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 37-38 
14 
 
Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan 
berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi 
kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budihardjo adalah kemampuan 
seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi 
tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga 
tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau 
Negara9. 
Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau 
organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-
jabatan (een ambten complex) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh 
sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu 
berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban10. Dengan demikian 
kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, 
sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, 
kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber 
dari luar konstitusi (inkostitusional), misalnya melaui kudeta atau perang, 
sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. 
Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah 
wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan 
dengan istilah bevoegheid dalam istilah hukum Belanda. 
                                                           
9 Miriam Budiardjo,. Op,.Cit, hlm. 35 
10 Rusadi Kantaprawira,. Op,.Cit, hlm. 39 
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2. Sumber kewenangan 
Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka 
rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem 
pemerintahan Negara. Perspektif kedaulatan rakyat (the sovereignty of 
the people), semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dan 
narasumber dari rakyat, meskipun fungsi-fungsi kekuasaan negara 
dibedakan dalam 3  cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum Negara 
yang akan mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas 
persetujuan rakyat itu sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak 
mengatur warga negaranya kecuali atas dasar kewenangan yang 
secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantaraan wakil-
wakil mereka yang duduk di lembaga perlemen.11 
Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang 
biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati 
terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang 
disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-
undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda 
dengan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” tertentu saja 
dari kewenangan. 
                                                           
11  Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 
hal. 261. 
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Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang 
sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena 
secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat 
dilaksanakan. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh 
wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.12 
Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. 
Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam 
wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan 
pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat 
undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada 
kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya 
dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-
undang. 
Hasil produk dari ketiga lembaga Negara tersebut adalah undang-
undang, oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang hanya 
terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-
bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subordinate 
legislation) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang 
bersangkutan. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut 
mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan 
                                                           
12 Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada 
University Press, Yogyakarta, hal.140. 
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pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan 
regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian 
kewenangan legislative atau “legislative delegation of rule making 
power”.13 
Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 
alternatif syarat, yaitu14 : 
a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga 
pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk 
peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan 
yang didelegasikan; 
b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan 
pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang 
didelegasikan; atau 
c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian 
kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk 
undang-undang kepada lembaga penerima delegasi 
kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang 
mendapat delegasi. 
                                                           
13 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 
hal. 148 
14  Ibid, hal. 266 
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Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada 
dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rule-making 
power). 
Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. 
Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau 
pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak 
lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri.15 Apabila 
kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan 
kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan 
(the power of rule-making atau law-making), maka dengan terjadinya 
pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula 
peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana 
mestinya. 
Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber 
kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh 
suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau 
tanggungjawabnya sendiri mengambil keputusan.16 
 
 
 
                                                           
15 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 
hal. 264. 
16 Ibid 
19 
 
B. Pemerintahan Daerah 
1. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Sejarah pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di 
Indonesia, dimulai sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada 
tahun 1945.  
Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 8 
Undang-undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa 
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Indonesia sebagai negara 
yang luas, maka diperlukan sub national goverment sebagai unit 
pemerintahan di tingkat lokal (daerah) melalui berbagai bentuk 
pendekatan. 
Pendekatan sentralisasi akan cenderung membentuk unit-unit 
pemerintahan yang sifatnya perwakilan (instansi vertikal) dalam 
menyediakan pelayanan publik di daerah. Pendekatan desentralisasi 
memprioritaskan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan 
publik. Tujuan utama desentralisasi adalah mengatasi perencanaan 
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yang sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan pusat 
dalam pembuatan kebijaksanaan di daerah untuk meningkatkan 
kapasitas teknis dan managerial. 
Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian mengenai 
pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Adapun pengertian pemerintahan pusat yang 
selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara RI. Di samping itu, 
penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur birokratis yang ada di 
daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit 
kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan 
oleh Sekretariat Daerah.17 
Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi :18 
a. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah; 
                                                           
17 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 
hlm. 5. 
18 Ibid., hlm. 5. 
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b. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota; 
c. Pemerintahan desa. 
Sedangkan menurut Ni’matul Huda pemerintahan daerah adalah 
suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 19 
Dari pengertian tersebut menurut penulis bahwa pemerintahan 
daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh 
pemerintahan  daerah dalam hal ini pemerintahan daerah provinsi dan/ 
atau kabupaten/kota dan pemerintahan desa.  
 
2. Dasar Hukum  
Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Amanat Pasal 
18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk 
undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite 
Nasional Daerah, Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 
 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 
                                                           
19 Ni’matul Huda, op.cit., hlm. 20. 
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Tahun 1965 tentang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 20  
Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang 
bentuk susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara 
normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti 
perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. 
Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), yakni 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah dan undang-undang sebelumnya memberikan 
implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif 
lebih dominan dari kekuasaan legislatif di daerah. Dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah dan undang-undang sebelumnya, kedudukan kepala daerah 
sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, memiliki kewenangan yang 
                                                           
20
 Siswanto Sunarno, op.cit., hlm. 54. 
23 
 
lebih besar daripada kekuasaaan DPRD sebagai pelaksana kekuasaan 
legislatif.  Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kepala daerah tidak 
dapat diberhentikan langsung oleh DPRD. Kepala daerah tidak 
bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPRD, dan dalam pelaksanaan 
tugasnya hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban.  
Problematika dalam sistem pemerintahan daerah sebelum adanya 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
memang telah menjadi polemik yang kemudian membuat sistem 
ketatanegaraan Indonesia sering mengalami perubahan.  
Permasalahan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang 
kemudian dinilai menjadi hal yang sangat substansial dalam setiap 
perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah.  
Selama berlangsung pemerintahan Orde Baru, Daerah tidak dapat 
berkembang secara optimal karena sistem politik dan ekonomi yang 
dibangun pemerintah Orde Baru sangat sentralistis. Segala kebijakan 
tentang Daerah selalu diputuskan oleh Pusat.  
Sebelum berlakunya undang-undang baru tentang pemerintah 
daerah, secara politis, daerah tidak pernah diberi ruang “kebebasan” 
untuk menentukan masa depan daerahnya sesuai corak, langgam, dan 
dinamika yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Kepala daerah 
yang juga sekaligus sebagai kepala wilayah dijadikan alat pusat yang 
efektif untuk “melegalkan” kebijakan pusat. DPRD yang menjadi bagian 
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dari pemerintah daerah tidak memiliki peran yang signifikan dalam 
mengembangkan demokrasi di daerah. UU No. 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah telah membuatnya “lumpuh dan 
mati suri” selama kurang lebih 24 tahun.21 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah sudah berlaku sebagai pengganti dari UU No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada 
prinsipnya substansi yang diuraikan dalam UU No. 22 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maupun dalam UU No. 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan No. 33 tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
tidak mengalami perubahan yang berarti.22 
Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
secara garis besar membahas bagian-bagian kewenangan/kekuasaan 
dari pusat dan daerah sedangkan UU No. 25 tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur 
                                                           
21
 Ni’matul Huda, op.cit., hlm. 46. 
22
 Robert J. Kodoatie, Pengantar Manajemen Infrastruktur, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2005, hlm. 41. 
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bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan 
sumber pendapatan/keuangan. Oleh karena itu kedua undang-undang 
tersebut (yang sering disebut UU Otonomi Daerah 1999) 
mengisyaratkan bahwa setiap Pemerintah Daerah terutama 
Kabupaten/Kota dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang dari 
pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya tidak hanya dalam hal 
penyelenggaraan pemerintahannya. Dan saat ini undang-undang 
tersebut telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah.23 
 
 
C. Perizinan 
1. Makna Sistem Perizinan 
Perizinan diistilahkan dengan licence, permit (Inggris); vergunning 
(Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. 
Tidak ada lembaga lain di luar pemerintah yang bisa memberikan izin 
dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atas semua sumber 
daya alam demi kepentingan hajat hidup orang orang banyak.24 
                                                           
23 Ibid., hlm. 41. 
24 Helmi, 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup,. Sinar Grafika : 
Jakarta  
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Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai 
instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan 
aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu 
usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani 
kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau 
perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.25 
Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan 
wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan 
keputusan tata usaha negara. Keputusan izin diberikan untuk 
melakukan suatu usaha atau kegiatan termasuk bidang usaha atau 
kegiatan bidang lingkungan hidup.26 
Menurut ahli hukum Belanda N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin 
merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-
undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam 
arti sempit).27 Berdasarkan pendapat ini, izin tidak dapat melakukan 
sesuatu kecuali diizinkan. Jadi, aktivitas terhadap suatu objek tertentu 
pada dasarnya dilarang. Seseorang atau badan hukum dapat 
                                                           
25 Helmi,. Ibid 
26 Helmi,. Op,.Cit, hlm. 29 
27 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon. Op.Cit, 
hlm. 77 
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melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut jika mendapat izin 
dari pemerintah/pemerintah daerah yang mengikatkan perannya dalam 
kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. 
. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, 
“dilarang tanpa izin … (melakukan) … dan seterusnya.” Selanjutnya, 
larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, criteria, dan 
sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk mendapat izin, 
disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) 
kepada pejabat-pejabat administrasi Negara yang bersangkutan.28 
Izin tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada suatu aktivitas dari 
anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan 
penindakan oleh aparatur yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan 
berarti diizinkan. Dapat dikatakan izin harus ada keputusan konstitutif 
dari aparatur yang berwenang menerbitkan izin. 
Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana di atas, 
ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, 
misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 
                                                           
28 Ibid. 
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Terpadu di Daerah. Izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh 
pemerintah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 
diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan 
usaha atau kegiatan. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan 
adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, 
sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan 
secara lisan. 
2. Izin Pengelolaan Lingkungan 
Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan 
oleh pejabat pemerintah berwenang untuk mengatur cara–cara 
pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang 
berwenang menuangkan syarat–syarat atau ketentuan–ketentuan 
berupa perintah–perintah ataupun larangan–larangan yang wajib 
dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan 
pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena 
sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan merupakan 
salah satu instrumen administratif yang digunakan sebagai sarana di 
bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. 
Penggunaan perizinan sebagai sarana pengendalian dan pencegahan 
pencemaran lingkungan telah ditegaskan dalam pasal 36 UUPPLH atau 
dalam pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 18 UUPLH 1997 yang 
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berlaku sebelum UUPPLH. Sektor dan sektor usaha yang paling 
potensial sebagai sumber pencemaran, antara lain adalah industri dan 
pertambangan. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen 
untuk pencegahan terjadinya masalah–masalah akibat kegiatan usaha. 
Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah 
hukum lingkungan administrasi. Dalam sistem hukum Indonesia 
sebelum berlakunya UUPPLH 2009 terdapat berbagai jenis izin yang 
dapat dikategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan lingkungan 
atas dasar kriteria bahwa izin–izin tersebut dimaksudkan atau berfungsi 
untuk pencegahan pencemaran atau gangguan lingkungan, pencegahan 
perusakan lingkungan akibat pengambilan sumber daya alam dan 
penataan ruang. 
Dari aspek terhadap kegiatan apa saja izin lingkungan akan 
diberlakukan, izin lingkungan berdasarkan UUPPLH diberlakukan untuk 
kategori kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan 
maupun perusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari 
pengertian izin lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 
35 UUPPLH yaitu, “izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.” 
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Dari rumusan Pasal 1 butir 35 dapat dipahami dua hal. Pertama, bahwa 
izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan usaha yang wajib Amdal dan 
UKL-UPL. Karena Amdal maupun UKL-UPL diberlakukan atas 
kegiatan–kegiatan yang membuang limbah maupun kegiatan–kegiatan 
usaha yang mengambil sumber daya alam, dengan demikian berarti izin 
lingkungan diberlakukan atas kegiatan yang dapat menimbulkan 
pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup. 
Kelayakan lingkungan hidup ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
mengeluarkan izin berdasarkan hasil penelitian Komisi Penilai Amdal.29 
Dengan demikian, izin lingkungan adalah izin yang di dalamnya memuat 
persyaratan–persyaratan lingkungan yang harus dipatuhi oleh kegiatan 
usaha yang diikat oleh izin itu. Kedua, izin lingkungan merupakan 
prasyarat untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 1 butir 35 dan Pasal 40 ayat (1) UUPPLH. Konsekuensi 
dari ketentuan kedua pasal tersebut, bahwa izin lingkungan merupakan 
prasyarat untuk memperoleh izin usaha adalah bahwa jika izin 
lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.30 
 
 
 
                                                           
29 UUPPLH, Pasal 31 
30 UUPPLH, Pasal 40 ayat (2) 
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D. Industri 
1. Pengertian Industri 
Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup 
strategis untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian 
masyarakat secara cepat yang ditandai dengan meningkatnya 
penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi dan meningkatnya devisa 
negara. Akan tetapi, selain memberikan dampak yang positif  ternyata 
perkembangan di sektor industri juga memberikan dampak yang negatif 
berupa limbah industri yang bila tidak dikelola dengan baik dan benar 
akan mengganggu keseimbangan lingkungan, sehingga pembangunan 
yang berwawasan lingkungan tidak dapat tercapai. 
Potensi industri telah memberikan sumbangan bagi perekonomian 
Indonesia melalui barang dan jasa yang dihasilkan, namun di sisi lain 
pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang 
cukup serius. Buangan air limbah dan udara industri mengakibatkan 
timbulnya pencemaran air dan udara yang dapat merugikan masyarakat 
yang tinggal di sekitar pabrik gula tersebut. Seiring dengan makin 
tingginya kepedulian untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan dunia 
usaha maka muncul upaya industri untuk melakukan pengolahan limbah 
industrinya melalui perencanaan proses produksi yang efisien sehingga 
mampu meminimalkan limbah buangan industri dan upaya pengendalian 
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pencemaran limbah buangan industrinya melalui penerapan instalasi 
pengolahan limbah.  
Bagi Industri yang  terbiasa dengan memaksimalkan profit dan 
mengabaikan usaha pengelolaan limbah agaknya bertentangan dengan 
akal sehat mereka, karena mereka beranggapan bahwa menerapkan 
instalasi pengolahan limbah berarti harus mengeluarkan biaya 
pembangunan dan biaya operasional yang mahal. Di pihak lain timbul 
ketidakpercayaan masyarakat bahwa industri tidak akan melakukan 
pengelolaan limbah dengan sukarela mengingat banyaknya 
perusahaan yang berada di sekitar pemukiman warga dan tidak mampu 
mengolah limbahnya dengan baik. 
Limbah pada dasarnya adalah suatu bahan yang terbuang atau 
dibuang dari hasil aktivitas manusia, maupun proses-proses alam atau 
belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai 
ekonomi yang negatif. Dikatakan memiliki nilai ekonomi yang negatif, 
karena penanganan limbah memerlukan biaya yang cukup besar, 
disamping juga dapat mencemari lingkungan. 
Berbagai industri senantiasa menghasilkan limbah, seperti proses 
pembuatan gula di pabrik gula dari tanaman tebu dihasilkan berbagai 
limbah seperti ampas tebu, air sisa perasan tebu dan asap yang berasal 
dari cerobong mesin pemeras tebu. Pabrik gula merupakan salah satu 
industri yang menghasilkan limbah, baik limbah padat, gas, maupun 
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limbah cair. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik gula ini menjadi salah 
satu permasalahan karena dapat memberikan dampak negative 
terhadap lingkungan. Dibandingkan dengan limbah padat dan gas, 
limbah cair lebih menjadi sorotan karena limbah cair ini akan dibuang ke 
badan air yang airnya sering dimanfaatkan oleh masyarakat seperti 
sungai dan selokan – selokan di sekitar pemukiman warga. 
 
2. Jenis-Jenis Industri 
Berikut adalah beberapa jenis industri : 
a.      Industri Berdasarkan Bahan Baku 
1).  Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya 
diperoleh langsung dari alam. Misalnya:industri hasil pertanian, 
industri hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan. 
2).  Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih 
lanjut hasil hasil industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, dan 
industri kain. 
3). Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan 
industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan 
orang lain. Misalnya: perbankan, perdagangan, angkutan, dan 
pariwisata. 
b.      Industri Berdasarkan Produksi yang Dihasilkan 
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1).  Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau 
benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau 
benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan 
secara langsung. Misalnya: industri anyaman, industri konveksi, 
industri makanan dan minuman. 
2). Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang 
atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum 
dinikmati atau digunakan. Misalnya: industri pemintalan benang, 
industri ban, industri baja, dan industri tekstil. 
3).Industri tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa 
barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik 
secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa 
layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan 
masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri perbankan, 
industri perdagangan, dan industri pariwisata. 
c.   Industri Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian 
Nomor 19 Tahun 1986 
1).      Industri Kimia Dasar (IKD) merupakan industri yang 
memerlukan: modal yang besar, keahlian yang tinggi, dan 
menerapkan teknologi maju. Adapun industri yang termasuk 
kelompok IKD adalah  industri kimia organik, misalnya: industri 
bahan peledak dan industri bahan kimia tekstil. Industri kimia 
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anorganik, misalnya: industri semen, industri asam sulfat, dan 
industri kaca. Industri agrokimia, misalnya: industri pupuk kimia 
dan industri pestisida. Industri selulosa dan karet, misalnya: 
industri kertas, industri pulp, dan industri ban. 
2).      Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE) 
merupakan industri yang mengolah bahan mentah logam 
menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. 
Adapun yang termasuk industri ini adalah Industri mesin dan 
perakitan alat-alat pertanian, misalnya: mesin traktor, mesin 
hueler, dan mesin pompa. Industri alat-alat berat/konstruksi, 
misalnya: mesin pemecah batu, buldozer, excavator, dan motor 
grader. Industri mesin perkakas, misalnya: mesin bubut, mesin 
bor, mesin gergaji, dan mesin pres. Industri mesin listrik, 
misalnya: transformator tenaga dan generator. Industri kereta 
api, misalnya: lokomotif dan gerbong. Industri kendaraan 
bermotor (otomotif), misalnya: mobil, motor, dan suku cadang 
kendaraan bermotor. Industri pesawat, misalnya: pesawat 
terbang dan helikopter. Industri logam dan produk dasar, 
misalnya: industri besi baja, industri alumunium, dan industri 
tembaga. Industri perkapalan, misalnya: pembuatan kapal dan 
reparasi kapal. Industri mesin dan peralatan pabrik, misalnya: 
mesin produksi, peralatan pabrik, the blower, dan kontruksi. 
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3).       Aneka Industri merupakan industri yang tujuannya 
menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup 
sehari-hari. Adapun yang termasuk industri ini adalah Industri 
tekstil, misalnya: benang, kain, dan pakaian jadi. Industri alat 
listrik dan logam, misalnya: kipas angin, lemari es, dan mesin 
jahit, televisi, dan radio. Industri kimia, misalnya: sabun, pasta 
gigi, sampho, tinta, plastik, obat obatan, dan pipa.  Industri 
pangan, misalnya: minyak goreng, terigu, gula, teh, kopi, garam 
dan makanan kemasan.  Industri bahan bangunan dan umum, 
misalnya: kayu gergajian, kayu lapis, dan marmer. 
4).      Industri Kecil merupakan industri yang bergerak dengan 
jumlah pekerja sedikit, dan teknologi sederhana. Biasanya 
dinamakan industri rumah tangga, misalnya: industri kerajinan, 
industri alat-alat rumah tangga, dan perabotan dari tanah 
(gerabah). 
5).     Industri pariwisata merupakan industri yang menghasilkan 
nilai ekonomis dari kegiatan wisata. Bentuknya bisa berupa: 
wisata seni dan budaya (misalnya: pertunjukan seni dan 
budaya), wisata pendidikan (misalnya: peninggalan, arsitektur, 
alat-alat observasi alam, dan museum geologi), wisata alam 
(misalnya: pemandangan alam di pantai, pegunungan, 
perkebunan, dan kehutanan), dan wisata kota (misalnya: melihat 
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pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, wilayah pertokoan, 
restoran, hotel, dan tempat hiburan). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Daerah Kabupaten Bone dengan 
sasaran penelitian yaitu perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 
Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone, Kantor 
Unit Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), warga (masyarakat) 
pelaku industri,  serta instansi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan 
penelitian ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu : 
a. Data Primer, yaitu : 
Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di 
lapangan atau dari lokasi penelitian yaitu jenis penelitian studi 
lapangan, dalam hal ini adalah perangkat dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bone, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Bone, Kantor Unit Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BP2T) dan warga pelaku industri. 
b. Data sekunder, yaitu : 
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Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. Data mencakup 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 
dapat berwujud laporan dan lain-lainnya. Jenis penelitian studi 
pustaka. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini,  teknik untuk mengumpulkan data yang 
digunakan adalah : 
1. Untuk mengumpulkan data primer, yakni pengumpulan datanya 
penulis melakukannya dengan cara mengadakan wawancara 
atau tanya jawab secara langsung dengan responden/nara 
sumber dan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan 
dari penulisan ini. 
2. Untuk mengumpulkan data sekunder, yakni pengumpulan 
datanya penulis melakukannya dengan cara penelusuran dan 
menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian, 
hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, serta 
mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada 
relevansinya dengan penulisan ini. 
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D. Analisis Data 
Adapun cara untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti 
mempergunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang 
sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai kewenangan dari 
Pemerintah Kabupaten Bone menurut peraturan yang berlaku, dalam 
hal ini kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pemberian izin usaha 
industri di Kabupaten Bone kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang 
terjadi di lapangan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian 
Izin Usaha Industri di Kabupaten Bone 
Pembentukan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian 
izin usaha industri di Kabupaten Bone sesuai dengan amanat Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang 
menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib yang 
menjadi kewenangannya dalam mengatur pemberian izin industri, yaitu: 
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, 
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, dan 
c. Pengendalian lingkungan hidup 
 
Dasar hukum pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah 
terhadap pemberian izin usaha industri juga telah diatur dalam beberapa 
peraturan, antara lain Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2008 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin 
Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri,  
Didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa: 
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“Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan 
masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” 
Dijelaskan juga didalam Pasal 11 Ayat 1 dan Ayat (4) kewenangan 
Pemerintahan Daerah dalam merencanakan, mengatur, dan menyusun 
pembangunan industri di Kabupaten/Kota. 
“(1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan 
Industri Kabupaten/Kota.” 
“(4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi 
oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” 
 
Selain diatur dalam Undang-Undang, kewenangan pemerintah 
daerah juga diatur didalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 
Tahun 2008 yang lebih menjelaskan kepada ketentuan dan jenis 
industrinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (1) Bagian a: 
“IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati/Walikota setempat 
sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala investasi sampai 
dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang 
menjadi kewenangan Menteri.” 
 
Presiden pada saat itu juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, didalam peraturan ini 
lebih menjelaskan secara spesifik tentang tugas dalam pemberian izin 
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lokasi kawasan industri yang akan didirikan, seperti yang dijelaskan 
dalam Pasal 6, yaitu: 
“Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri, gubernur 
atau bupati/walikota memberikan: 
a. Insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
b. Kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah 
daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri; 
c. Pengerahan kegiatan industri ke dalam Kawasan Industri; 
dan/atau 
d. Pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.” 
 
Dalam Pasal 14 Ayat (1) bagian a juga menjelaskan bahwa: 
“(1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh 
Persetujuan Prinsip wajib memperoleh Izin Lokasi Kawasan Industri 
dengan mengajukan permohonan kepada: 
a. Bupati/walikota untuk Kawasan Industri yang lokasinya di 
wilayah satu kabupaten/kota.” 
 
Pada bidang pemerintah, kegiatan pelayanan lebih menyangkut 
pada kepentingan umum sehingga sering disebut dengan pelayanan 
publik. Demikian pula dalam penyelenggaraan suatu pelayanan publik 
yang berkualitas, hendaknya aparatur negara sebagai abdi masyarakat 
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. 
Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sangat menginginkan 
pelayanan publik yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung 
kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan. 
Tuntutan masyarakat mengenai perbaikan kualitas pelayanan publik 
ditanggapi oleh pemerintah dengan serius. Denagan dikeluarkannya UU 
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No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu 
upaya perbaikan pelayanan publik. Selain itu, disebutkan juga mengenai 
standar pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan 
penerima pelayanan. Dalam pasal 5 UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan 
barang dan publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan acuan 
bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengaturan dan 
pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. 
Menurut UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1, 
menyebutkan pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan 6 peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Demi mewujudkan pelayanan yang prima salah satu kebijakan yang 
dicanangkan adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 
atau sering disebut one stop service yang berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada prinsipnya 
45 
 
kebijakan ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan 
ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai 
pada tahap dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu dokumen yang 
dilakukan di satu pintu sehingga mewujudkan pelayanan publik yang 
cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses 
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya 
dokumen dilakukan dalam satu tempat. 
Di Kabupaten Bone sendiri terdapat Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BP2T) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone. Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Bone menganut pelayanan satu pintu. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone merupakan 
sebuah lembaga yang bergerak di bidang perizinan, segala bentuk 
urusan dalam perannya sebagai lembaga pemerintahan daerah yang 
mempunyai tugas pemerintahan yakni dalam segi pelayanan. Bentuk 
pelayanan publik dalam masalah perizinan yang dilakukan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone, unit tersebut 
merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah daerah 
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Kabupaten Bone untuk mengurusi masalah perizinan dalam hal kegiatan 
usaha, baik industri, perdagangan maupun jasa. Dalam pelaksanaan 
proses pemberian izin tersebut memiliki prosedur dan mekanisme 
tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone. 
Dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone 
merupakan salah satu dinas yang ada di pemerintah daerah Kabupaten 
Bone yang memberikan pelayanan yang berkualitas, karena dengan 
adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini masyarakat diharapkan 
mendapatkan banyak kemudahan dalam pelayanan publik terutama 
dalam pelayanan administratif tentang perizinan. 
Dengan adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, maka 
terjadilah pendelegasian kewenangan perizinan dari Bupati Bone ke 
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tadinya 
ditandatangani oleh Bupati Bone diserahkan kepada Kepala Pelayanan 
Perizinan Terpadu sehingga yang berwenang menandatangani 
keputusan perizinan adalah Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu atas 
nama Bupati Bone. Oleh karena itu, Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu hanya sebatas menyelenggarakan izin saja baik menerima izin 
maupun menolak izin yang diajukan oleh masyarakat. 
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B. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian 
Izin Industri di Kabupaten Bone 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone memiliki kewenangan dalam 
mengeluarkan surat izin usaha industri (IUI) untuk perusahaan-
perusahaan yang ingin melakukan kegiatan industri di Kabupaten Bone 
dengan harus memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam hal 
permohonan izin usaha industri (IUI) yang masuk dalam kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone adalah khusus usaha-usaha 
industri yang berada di wilayah Kabupaten Bone. Izin usaha industri 
(IUI) adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan 
industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya.  
Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dari Kantor Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu, syarat yang harus dipenuhi adalah setiap 
orang atau badan usaha yang akan mendirikan kegiatan industri 
mendatangi Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan 
memasukkan berkas yang terdiri dari surat permohonan, copy KTP 
Pemilik/direktur utama/penanggungjawab perusahaan, copy akta 
pendirian perusahaan dan pengesahannya (bagi pemohon yang 
berbentuk badan usaha), copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
perorangan/perusahaan, copy Surat Izin Gangguan (HO))/Surat Izin 
Tempat Usaha (SITU), copy persetujuan kelayakan dan atau izin 
lingkungan, copy surat keterangan instansi teknis (jika dipersyaratkan), 
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pas foto berukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar di loket penerimaan 
berkas dan penyerahan izin yang di verifikasi secara administrasi. 
Pendaftaran Izin Usaha Industri diajukan langsung oleh Pemohon 
kepada Bupati Bone melalui Kepala Kantor Unit Badan Pelayanan dan 
Perizinan Terpadu di Bone dengan mengisi beberapa formulir, yaitu 
formulir Surat Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDP), dan 
Izin Bangunan (HO). Tahap-tahap pemberian izin usaha industri sebagai 
berikut :  
1. Pemohon datang ke Kantor Unit Badan Pelayanan dan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Bone.  
2. Pemohon datang ke petugas informasi/customer service atau 
dapat langsung menuju petugas pendaftaran untuk memperoleh 
formulir pengajuan izin.  
a. Petugas informasi/customer service dan atau petugas 
pendaftaran memberi salam serta harus berpenampilan 
menarik, ramah, sopan dan memberikan semua informasi 
yang dibutuhkan pemohon berkaitan dengan pengurusan 
perizinan.  
b.  Petugas pelayanan perizinan harus menyediakan formulir izin 
dan menjelaskan dengan  rinci tata cara pengisian formulir 
permohonan.  
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3.  Setelah pemohon menerima permohonan izin,:  
a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi 
persyaratan.  
b.   Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas:  
- Bila lengkap, berkas permohonan di agenda dan pemohon 
diberi resi penerimaan berkas, selanjutnya berkas 
permohonan dikirim ke bagian proses. 
- Bila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon. 
4.  Sub bidang pengolahan memroses izin dan mempelajari berkas 
permohonan, dengan 2 (dua) alternatif keputusan :  
a.  Bila pengajuan izin dapat menimbulkan dampak yang cukup 
signifikan bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya 
maka perlu dilakukan peninjauan lapangan dan pembahasan 
oleh Tim Teknis.  
b. Jika tidak perlu peninjauan lapangan/pembahasan oleh Tim 
Teknis Perizinan maka berkas dapat langsung diproses.  
5. Membuat surat undangan kepada Tim Teknis Perizinan untuk 
pembahasan. Berdasarkan pembahasan Tim Teknis dibuat :  
a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan  
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b. Rekomendasi Tim Teknis Perizinan  
6.  Rekomendasi Tim Teknis perizinan apakah diizinkan atau ditolak. 
Bila diizinkan berkas permohonan dikirimkan ke Sub bidang 
pembukuan dan pelaporan izin, bila tidak diizinkan berkas 
dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan.  
7.  Bidang perizinan memproses dan menetapkan izin.  
8. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang Perizinan 
dan Sekretaris serta Penandatanganan Izin oleh Kepala Kantor 
Unit Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone.  
9. Pemohon membayar retribusi, sesuai yang telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 
tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan, 
yaitu: 
“Izin Usaha Industri (IUI) 
 a. Perusahaan Industri Kecil (IK)               Rp. 25.000 
b. Perusahaan Industri Menengah (IM)     Rp. 50.000 
c. Perusahaan Industri Besar (IB)              Rp. 75.000” 
 
10. Petugas menerima resi pembayaran, registrasi izin (pencatatan, 
penomoran, dan pengarsipan) dan penyerahan Izin kepada 
Pemohon 
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Prosedur tersebut dibenarkan oleh bapak Muh. Akbar selaku Kepala 
Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone, 
mengatakan “Prosedur atau mekanisme yang berlaku di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone memang demikian, 
pelimpahan atau pendelegasian wewenang dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bone, dalam hal ini Bupati Bone yang memiliki kewenangan 
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari 
tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan 
dalam satu tempat/satu atap”.31  
“Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone serta 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone telah menjalin 
kerjasama dalam hal penerbitan izin usaha industri di Kabupaten 
Bone”.32 Ungkap beliau menambahkan. Hal senada juga dikatakan oleh 
bapak H. Suki, Sekertaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Bone, “Masyarakat atau para pendiri industri yang ingin 
mendaftarkan industrinya tidak mengalami kesulitan, maka Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone membuka loket 
khusus di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
                                                           
31 Hasil wawancara dengan bapak Muh. Akbar (Kepala BP2T Kabupaten 
Bone) 
32 Ibid 
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Bone”.33 Namun dalam hal ini, bapak H. Suki kembali menerangkan 
“Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone hanya 
melayani izin gangguan (HO). Hal ini merupakan kebijakan bahwa 
penerbitan izin usaha industri sepenuhnya diserahkan kepada pihak 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone. Sedangkan izin 
HO adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Bone yang disertakan dengan surat 
persetujuan atau surat rekomendasi dari beberapa pihak yang terkait 
dalam pendirian industri. Contohnya industri pabrik penggilingan padi 
yang berpotensi mengakibatkan warga disekitar pabrik mengalami 
gangguan pernapasan. Sehingga pada saat pelaku usaha tersebut akan 
mendaftarkan industrinya, harus menyertakan surat rekomendasi dari 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan surat persetujuan dari warga 
yang tinggal dekat dari pabrik tersebut. Hal ini untuk menghindari 
sengketa antar warga disekitar pabrik tersebut apabila dikemudian hari 
timbul masalah34.  
Selain itu, mengenai izin gangguan (HO) juga telah diatur didalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, 
yaitu: 
                                                           
33 Hasil wawancara dengan bapak H. Suki (Sekertaris Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Bone 
34 Ibid 
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“Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas 
pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan 
ancaman bahaya, kerugian dan gangguan.” 
 
Lalu dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) juga dijelaskan bahwa: 
“(1) Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan 
kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan 
ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk 
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus 
menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, 
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban 
lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan 
kerja. 
(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh 
pemerintah dan atau pemerintah daerah.” 
 
Dengan dasar peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bone pada saat akan mengeluarkan izin usaha industri juga memeriksa 
surat rekomendasi atau surat persetujuan dari beberapa pihak yang 
terkait dengan jenis usaha yang akan dibangun tersebut.35  
Menurut data yang dihimpun oleh penulis dari Kantor Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone, pada awal tahun 2014 
terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 27 Agustus 2014, 
sudah ada sekitar 35 pemohon yang terdiri dari beberapa jenis industri 
kecil yang sudah terdaftar di Kantor BP2T. Dari data tersebut, 19 dari 35 
pemohon merupakan pelaku industri penggilingan padi. Sisanya, 5 
                                                           
35 Hasil wawancara dari bapak H. Suki (Sekertaris Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Bone) 
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perusahaan penggergajian kayu, 5 perusahaan meubel, 2 perusahaan 
air minum, 1 perusahaan pemroses pemutihan beras, 1 penjahit, 1 
perusahaan barang pecah belah dan 1 perusahaan yang tidak jelas 
jenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku industri jenis perusahaan 
penggilingan padi sangat banyak di Kabupaten Bone. Hal ini juga 
menunjukkan tingginya tingkat kesadaran para pelaku industri akan 
pentingnya memiliki izin usaha industri. Dan hal tersebut tentunya juga 
akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan dapat 
mengembangkan pengusaha dalam mengembangkan usaha 
industrinya. 
Bapak Muh. Akbar kembali menerangkan “Semua proses dan 
mekanisme mulai dari pendaftaran oleh pelaku industri sampai dengan 
terbitnya izin usaha industri telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pihak Kantor Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Bone sangat mengutamakan 
kenyamanan para pelaku industri dalam pelayanan, terutama dalam 
waktu penyelesaian berkas yang diusahakan berjalan singkat”.36 
Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan beberapa 
pelaku industri yang tercantum dalam daftar pemohon IUI tahun 2014, 
ternyata ada beberapa pelaku industri yang masih merasa belum puas 
                                                           
36 Hasil wawancara dengan bapak Muh. Akbar (Kepala BP2T Kabupaten 
Bone) 
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dengan pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Bone maupun di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Bone. Dalam penelitian ini, penulis mendatangi 7 perusahaan atau 
pelaku industri yang telah terdaftar didalam daftar pemohon IUI tahun 
2014. Penulis menemukan 3 dari 7 pelaku industri tersebut memiliki 
beberapa keluhan yang hampir sama tentang pelayanan di Kantor 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone dan di Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone. Masalah atau 
kekurangan yang dirasakan oleh pelaku industri tersebut terdapat pada 
bentuk pelayanan yang lambat oleh pegawai Kantor Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Bone. Sehingga misalnya waktu yang 
diperlukan dalam menyelesaikan 1 langkah atau mekanisme 
pemberkasan hanya memakan waktu sekitar 1 jam, malah menjadi 2 
atau 3 jam. Menurut Ibu Hj. Marwiah, salah satu pemohon yang 
mendaftarkan usaha penggilingan padinya ini mengatakan, “kepedulian 
atau respon pegawai terhadap pemohon sangat kurang, bahkan 
pegawai terkadang menolak untuk melayani pemohon dengan alasan 
masih ada kerjaan atau pemohon lain yang masih harus mereka layani 
terlebih dahulu37”. 
                                                           
37 Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Marwiah (Salah satu pelaku usaha di 
Kabupaten Bone). 
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Bapak H. Susanto, yang juga merupakan salah satu pemohon yang 
mendaftarkan usaha penggergajian kayunya ini menambahkan, 
“Walaupun semua berkas persyaratan sudah dilengkapi, tetap saja 
terkadang pegawai Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Bone menolak berkas yang diajukan oleh pemohon dengan 
berbagai alasan38. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik kerja yang 
terjadi di lapangan belum maksimal bahkan masih kurang dari kata 
sempurna. 
Penulis juga mendapatkan fakta bahwa walaupun pihak Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone sudah membuka loket 
khusus di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, para pelaku 
usaha yang ingin mengurus berkas tentang izin HO harus membawa 
sendiri berkasnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Bone di Kantor Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Bone yang berjarak cukup jauh dari Kantor 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone. Menurut bapak 
H. Arman, salah satu pelaku usaha mengatakan “Penggilingan padi di 
Kabupaten Bone ini mengatakan bahwa prosedur atau tata cara 
tersebut yang harus dilalui oleh pemohon cukup rumit dan agak 
menyusahkan. Karena setelah mengurus berkas di Kantor Badan 
                                                           
38 Hasil wawancara dengan bapak H. Susanto (Salah satu pelaku usaha di 
Kabupaten Bone). 
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Pelayanan Perizinan Terpadu, kita harus membawa sendiri berkas 
tersebut ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Bone untuk ditandatangani oleh kepala dinas”39. 
Sekali lagi, ternyata prosedur yang diberlakukan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone, dalam hal ini pihak Kantor Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Bone dan pihak Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Bone masih dianggap rumit dan agak 
menyusahkan oleh para pelaku usaha di Kabupaten Bone. Hal tersebut 
tentu saja memunculkan rasa tidak puas terhadap Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bone yang merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten 
Bone, khususnya Bupati Bone. 
Selain itu, data dari Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Bone juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 8 bulan 
itu, tidak ada industri menengah atau industri besar yang dibangun di 
wilayah Kabupaten Bone. Hal ini dikarenakan tidak adanya kawasan 
yang dikhususkan untuk digunakan sebagai tempat membangun industri 
yang lebih besar. Tercatat sepanjang tahun 2014 ini, belum ada 
pengusaha atau pelaku industri yang mendaftarkan industri yang 
tergolong industri menengah atau industri besar.40 Sehingga penulis 
                                                           
39 Hasil wawancara dengan bapak H. Arman, (salah satu pelaku usaha di 
Kabupaten Bone). 
40 Hasil wawancara dengan bapak Muh. Akbar (Kepala Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Bone) 
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beranggapan bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih 
belum melakukan pembangunan industri yang lebih maksimal. Padahal 
industri menengah bahkan industri besar dapat menyerap tenaga kerja 
yang lebih banyak dari masyarakat sehingga dapat menekan angka 
pengangguran di Kabupaten Bone dan juga dapat meningkatkan 
pendapatan daerah di bidang industri. 
Bapak H. Suki menjelaskan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Bone belum menemukan industri yang tidak memiliki izin 
usaha industri. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Bone beberapa kali melakukan sosialisasi 
tentang Peraturan Daerah yang berlaku. Sosialisasi tersebut dilakukan 
dengan cara pendekatan secara langsung terhadap warga, misalnya 
beberapa petugas atau pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Bone turun langsung menjelaskan tentang pentingnya 
memiliki izin usaha industri ke rumah-rumah warga atau kawasan yang 
memang dikhususkan untuk menjadi kawasan industri.41 Hal tersebut 
dibenarkan oleh beberapa pengusaha yang berhasil penulis temui. 
Mereka menjelaskan, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Bone secara rutin mensosialisasikan tentang pentingnya 
memiliki izin usaha industri. Bahkan apabila ada pengusaha yang sudah 
                                                           
41 Hasil wawancara dengan bapak H. Suki (Sekertaris Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupeten Bone) 
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mendirikan industrinya sebelum memiliki izin usaha industri, pihak Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone tidak akan langsung 
memberikan sanksi atau denda apapun, akan tetapi pengusaha tersebut 
akan diberikan penjelasan dan pengertian agar pengusaha tersebut mau 
mengurus surat izin usaha industrinya42. 
Selain daripada itu, sanksi administrasi dalam hal retribusi diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 
tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan, yaitu 
didalam Pasal 12: 
“Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan dari retribusi tang terutang atau kurang bayar dan 
ditagih dengan menggunakan SKRD.” 
 
Sanksi administrasi ini berlaku setiap terjadi pelanggaran dalam 
pembayaran biaya daftar izin usaha industri, yaitu pada saat pengusaha 
memasukkan permohonan surat izin usaha industri. Dan akan kembali 
ditagih atau dibayar setiap 5 tahun sekali. Sedangkan tentang tata cara 
penagihannya juga diatur dalam Pasal 13, yaitu: 
“(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)  
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan.” 
 
 
 
                                                           
42 Ibid 
60 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dan 
pembahasannya baik dari teori-teori maupun data-data, maka penulis 
memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri, Peraturan 
Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang berkaitan dalam hal ini 
sudah mengatur dengan jelas tentang kewenangan Pemerintah 
Daerah dalam memberikan izin usaha industri. Baik dalam 
ketentuan kewenangannya maupun tata cara pemberian izin usaha 
industrinya. 
2. Dalam proses pelaksanaan kewenangannya sudah dilakukan 
dengan baik, baik dalam mekanisme dan pembagian 
kewenangannya. Dalam hal ini unit BP2T Kabupaten Bone dan 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone yang 
menerima pelimpahan kewenangan sudah melaksanakan tugasnya 
masing-masing walaupun masih ada kekurangan yang harus 
diperbaiki dalam beberapa hal. 
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B. Saran 
Dari rumusan masalah yang sudah penulis uraikan dan jelaskan, 
maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Dibutuhkan peraturan yang baru dalam mengatur atau membagi 
tugas dan fungsi perangkat daerah yang diberikan pelimpahan 
kewenangan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bone. 
2. Dengan adanya pembagian kewenangan antara Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Bone, maka secara tidak langsung Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan tidak terlalu maksimal perannya dalam 
Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pembagian 
kewenangan yang lebih seimbang antara keduanya. 
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